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ABSTRAK

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks
pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat
tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang
lainya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negri.ini menitikberatkan pembuatan
dan penerapan-peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan — kejahatan
serta pelanggaran yang timbul terhadap Kketertiban umum, fakta ilmiah, tindak
pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan Negara dalam
perkara N0.49/Pid.B/PN.Pbr.

Kaedah pokok dalam.penelitian ini bertujuan'untuk mengetahui pembuktian
unsur-unsur tindak  pidana  yang  diberlakukan  dalam  putusan
No0.49/Pid.B/2016/PN.Pbr serta untuk mengetahui.apa saja yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa penggelapan
dalam jabatan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawalt Mas Perkasa.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan
penelitian lapangan (field research) dengan "tipe penelitian deskriptif yaitu
penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan
cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah
dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan.
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek
penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi
kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur —
unsur  tindak  pidana yang diberlakukan dalam @ kasus  Putusan
No0.49/Pid.B/2016/PN.Pbr Pembuktian yang dilakukan berdasarkan fakta- fakta
hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang
bukti. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan melakukan tindak pidana
penggelapan dalam jabatan yang dimuat dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 372
KUHP. Diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana
terhadap terdakwa penggelapan dana CV. Rajawali Mas Perkasa, yang dimana
dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar
dakwaan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim mendapatkan
keyakinannya dengan menekankan nilai-nilai hukum terhadap proses sidang
yaitu terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
Sanksi pidana yang diputuskan adalah 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
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BAB 1

PENDAHULUAN

at mungkin
krisis mora nemé : Syarakat. Kejahatan
dapat dilihe kematian, atau
yang meng ang dibutuhkan

untuk rezek

Jengan tuntutan

suatu tatanan

pengetahuan dan perkembangan tekna entu saja akan membawa suatu Negara
kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan
kemajuan yang telah di capai secara kebersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidanapun tidak dapat disangkal

! Anonim, “Evil”, Di Akses Dari http:/id.trans4mind.com/jamesharveystout/evil.ntm, Pada Tanggal 20

April 2017, pukul 01.23.
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atau dihindari. Sebagaimana dialami negara—negara Yyang sedang berkembang
maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian kemajuan penyimpangan

serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan sosial.

peradilan pidana, mula ac a (materiil dan

formil) sampa

lainya. Oleh karena itu, pembentuk a di negri ini menitikberatkan pembuatan
dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan — kejahatan
serta pelanggaran yang timbul terhadap Kketertiban umum, tindak pidana

kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu

2 Andi Hamzah, Delik — Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, him. 5.
19
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perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan
dalam undang — undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang —

undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum.

dengan harta
kekayaan al dengan istilah
penggelapa \ _' aa 3 endominasi sebagai

unsur utama

ini dikarenakan tindak pidana peng ini dilakukan oleh tenaga kerja kasir
dan pegawai administrasi yang memiliki hubungan kerja dengan CV. Rajawali
Mas Perkasa ditempat pelaku berkerja, sehingga pelaku didakwakan penggelapan

dengan pemberatan oleh penuntut umum.

% Muhammad Zein Nur, Skripsi-Lengkap-Pidana, Di Akses Dari http://repository.unhas.ac.id/

bitstream/handle/123456789/8095/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MUHAMMAD%20ZEIN%20N
UR.pdf?sequence=1, Pada Tanggal 20 April 2017, pukul 2.27
20
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“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Rajawali Mas ang ¢ s administrasi yang
bertugas dan be ) abatas pekerje akan administrasi
pembukuan,  transaksi an perusahaan dengan penjualan,

pembelian, da : : aitu penarikan ua ank (cash back),

Untuk menutupi uang milik perusahaan yang telah pelaku ambil pelaku
memanipulasi data secara komputerisasi seolah — olah telah terjadi transaksi

penghapusan modal sejumlah Rp. 45.996.000,- dan transaksi pembagian deviden

4 Pasal 374, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
21
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tarik modal sejumlah Rp. 117.000.000,- sebelum pelaku mengundurkan diri dari

pekerjaanya sebagai karyawan CV. Rajawali Mas Perkasa.’

Delik pengelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal

dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Pengertian dari pengelapan itu sendiri tidak
dirumusakn secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat
sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih

luas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai analisis

Putusan No0.49/Pid.B/2016/PN.Pbr him. 4 - 7
®  Andi Hamzah, Op. Cit., him 106
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yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan

Negri No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr.

Dalam penelitian skripsi ini metode yang.digunakan adalah metode

hukum yang dia ari fak g ang ada syarakat, badan

hukum atau bag

pemecahan atas permasalahan asalahan g timbul didalam gejala yang

bersangkutan.®

Berdasarkan hal itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan
yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum atau skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir

7 Idtesis.com, Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif, Di Akses Dari https:/idtesis.com/

metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, Pada Tanggal 20 April 2017, pukul 03.10
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu 2009, him. 18.
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Dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara

No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr.”

B. Masalah Pokok

penulisan ini

okok dalam

penggelapan

inistrasi CV.

Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap kasus
penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas
administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dalam perkara, apakah

sesuai dengan pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP

24
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b. Untuk mengetahui pertimbangan pada kasus penggelapan dalam

jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas administrasi CV.

Rajawali Mas Perkasa.

alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana ( Moeljatno,
dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta
Utrechet), tindak pidana ( Wirjono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara,

A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia

25
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tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah strafbaar feit.’
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar

feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam

wanaLh

%
=
[s¥]
>
—
[a¥]
=
QD
)
]

adalah suatu kejadian (fe yang oleh peraturan undang-undang
dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan

Martiman Prodjo Hamidjojo, Memahami Dasar — Dasar Hukum Pidana, P.T Pradnya Paramita, Jakarta,
1997, him 15.

P.A.F Lamintang, Dasar — dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung,

1997, him 181.

10
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menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers

yang telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua pengertian:

a Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu

pengertian
berhubung

# yang dapat

yang diancam

kesalahan dan

b L LY

hukum vyang dilakukan denga - olen orang vyang dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang
menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi

Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos

1 Bambang Poernomo, Asas — Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, him 91.

12 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, him 15-16.
27



lebih menjurus kepada pengertian strafbaar feit dalam arti menurut hukum positif
atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan

pengertian strafbaar feit dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.*®

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena
merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang
telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti
menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan
tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruhyang
signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan
dipahami scbagai “dapat dicela” maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan

dari celaan tersebut.*

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan selalu menjadi perdebatan para
ahli hukum pidana, dari waktu-ke- waktu., Tidak.mengherankan apabila para ahli
hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin
dicapai dengan ‘adanya penjatuhan pidana dan pemidanaan itu. > Tujuan
pengenaan pidana atau . pemidanaan umumnya. dihubungkan dengan dua
pandangan besar, yaitu retributivism dan utilitarianism. Sekalipun kedua
pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi
masing-masing, tetapi baik Negara-negara yang menganut common law system

maupun civil law system, menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak

13 Bambang Poernomo, Op. Cit, him 92.

14 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, him 125.
5 Ibid, him 127.
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penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan.

Peletak dasar retributivism adalah Kant. Paham ini sangat berpengaruh

dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pemidanaan. Pada

seperti me A enjahat. | ata andung unsur-
unsur untuk dija annya p a i ra an harus berakibat
dijatuhkan ac jgar. Oleh k eori ini disebut teori

absolut. Pi untuta bukan_ h: suatu yang perlu

diletakan dasar-dasarnya oleh B andangan ini terutama menentukan
bahwa, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan
hanya sekedar membalas perbuatan pembuat (teori manfaat atau teori tujuan).
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

6 Chairul Huda, Op. Cit, him 128.
7 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him 31.
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tertentu yang bermanfaat. *® Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana
terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik
pencegahan atas pengulangan oleh pembuat, maupun pencegahan mereka yang
sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut.

Penerapan sanksi adalah merupakan pelaksanaan pemidanaan atau
pemberian pidana terhadap_ seseorang yang karena perbuatannya dinyatakan
melanggar ‘Ketentuan ‘undang-undang yang sesuai dengan hukuman yang
diancamkan oleh undang — undang tersebut. Penerapan sanksi atau hukuman
terhadap seseorang yang telah melanggar undang — undang merupakan urutan dari
tata kaedah hukum dari suatu negara yang bersifat hirarkis*®. Pernyataan terebut
mengacu pada-teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut
Hans Kelsen tata kaedah hukum dari suatu negara merupakan suatu sistem kaedah
— kaedah hukum yang hirarKis yang dalam bentuknya sangat sederhana yaitu
tingkat paling bawah terdiri dari kaedah — kaedah individual yang dibentuk oleh
badan — badan pelaksana hukum khususnya pengadilan®.

Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah
membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, sedangkan menurut
teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah mencegah pembuat mengulangi dan
masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Kedua tujuan pengenaan pidana

atau pemidanaan tersebut oleh para ahli hukum pidana kerap kali ditempatkan

8 Chairul Huda, Op. Cit, him 129.
1 Andi Hamzah,Op. Cit, him. 183
20 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung,1981, him 29-30
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secara berhadap-hadapan. Hal ini menyebabkan seolah-olah keduanya saling

bertentangan.

Dalam KUHP tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit.

dari teori pembalasan dan teori tujuan. Penganut dari teori ini antara lain adalah
Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan tujuan masing-masing
menpunyai kelemahan-kelemahan yang dikemukakan sebagai berikut :

Terhadap teori pembalasan :

2 Chairul Huda, Op. Cit, him 140
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a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran pembalasan
tidak jelas.

b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai

5 5 2

Pl

7
[

|7
iﬁl:

E. Konsep Operasional
Hukum pidana merupakan peraturan atau norma hukum yang mengatur
tentang perbuatan — perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana,

dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana

22 S R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni Ahaem, Jakarta,

1996, him 62.
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(material) adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan
seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana

serta diancam dengan sanksi pidana.?

), atau tindak pidana

) .e@ ‘ kan dapat

gelap atau kabur

bahkan tidak jelas, arti penggelapan adalah barang atau g dimiliki oleh

3 .o@ ‘ gan pidana paling lama

empat tahun atau pidana de » 2

bilan ratus rupian”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelapan diartikan
sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang
menggunakan barang secara tidak sah, yang pada awalnya bukan bukanlah sebuah

pelangaran hukum.

2 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika Jakarta 2013, him.23

2 Ppasal 1 Ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
% Ppasal 372, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
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F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data secara akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan,

ini_ p

Wt

N metode penelitian

berbagai data

nda
ng. - unc
o nd

D O
$

an, keputusan
pat para sarjana.

kata — kata atau

al Penerapan Hukum Pidana
Penggelapan Dalam  Jabatan Oleh Kasir Dan Petugas
Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa di Kecamatan
Limapuluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan Pertimbangan

Hakim terhadap perkara kasus No. 49/Pid.B/2016/PN.Pbr.

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, him.

133
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Soerjono Soekanto mengemukakan deskriftif analisis atau
penelitian deskriptif ialah dimaksud untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala — gejala

%
c
o
S
>
>
3

r
[

Perkara Kasus

‘\‘\\h\%\

berhubungan erat dengan pokok
permasalahan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu adalah data yang diperoleh untuk mendukung bahan

hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan

%" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, him. 10

35



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum
lainya seperti bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan

daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh

a menyediakan

ata tersier.

undangan yang berlaku, internet dan hasil penelitian orang lain.?®
Setelah kedua data tersebut penulis sajikan, lalu penulis
melakukan analisis dengan cara membandingkan data dengan Undang

— Undang dan teori — teori hukum yang berkaitan dengan penelitian,

% Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, him.

24,
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dari hasil perbandingan tersebut terlihat dari kesamaan dan perbedaan
antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum, yang pada akhirmya

penulis dapat menarik suatu kesimpulan dengan mengunakan metode

Oz

var
’
7,
&
&
"
" |
”
?
¢

_
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

bias mendapa K ikit/r per] ng pada apa

yang kita a

bidang ekonom daya, tetapi juga aIndonesia berlaku

bagi semua orang yang ada di Indonesia termast gy (kecuali diplomat).

(materiil dan formil) sampai pada sy pemasyarkatan.*

Mengenai “strafbare feid” ini, Moeldjatno mengunakan istilah perbuatan
pidana yang diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang

2 Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal, PrenadaMedia, Jakarta,

2013, him. 2.
30 Andi Hamzah, loc. Cit.
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siapa melanggar larangan tersebut”. 3! Hal ini berarti bahwa perbuatan yang
dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan

dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang

dengan G AWe . akan dapat
dikatakan sebe ak pidans Se a skan terlebih
dahulu sebag tan pidan 18 dipidana, kecuali

berdasarka

melanggar larangan — larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan;

s Moeljatno, Asas — asas Hukum Pidana, Rinekacipta. Jakarta, 2000, him. 54.

% Ppasal 1 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
#  Meoljatno, Op. Cit., him. 1
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3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan itu dapat dilaksanakan

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan — larangan

tersebut.

Orang vya , 1 ygungjawabkan

ng mempunyai

perbuatan — perbutan yang pelakunya dipidana, kausalitas yaitu hubungan sebab

akibat antara perbuatan yang terjadi, dan sifat melawan hukum suatu perbuatan.*®

34
35

Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him 37.
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, him.
22.
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PR RajaGrafindo Persada. Jakarta
2012, him. 85.
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Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus

memenuhi beberapa unsur. Unsur — unsur tindak pidana yang diberikan beberapa

tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur —

(4)Pasal 187 yaitu dengan sengaja menimbulakan kebakaran.

Culpa dapat diartikan kealpaan, adalah seseorang dapat dipidana bila

kesalahanya itu berbentuk kealpaan, misalnya, menurut Pasal 359 KUHP yaitu

8 Andi Hamzah, Op. Cit., him. 74,188.
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dapat dipidana seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan.

Contoh lain delik — delik culpa dalam KUHP adalah:

(1) Pasal 189 yaitu kealpaan menyebabkan kebakaran

(2) Pasal 360 ealpaan me ain mend a — luka berat,

—~
«
e
QD
wn
QD
S

2gel dalam

AN

rang — barang

a akan bicara

akan bicara soal

bt LYY

“Willens en Wetens” atau dikehe dan diketahui. Berarti bahwa seorang
pelaku atau yang melakukan sesuatu hal tersebut (perbuatan pidana) harus

menghendaki terjadinya akibat dan harus juga mengetahui apakah akibat tersebut
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betul — betul akan dapat dilaksanakan. Dan menurut Van Bemmelen tidak ada

perbedaan antara Niat dengan Kesengajaan.™®

mencapai tujuan.

S

— petunjuk
rencanakan.

memutuskan

LAY

LA LYY

batin sipelaku.

a) Memenuhi rumusan undang — undang
b) Sifat melawan hukum

c) Kualitas sipelaku

% Galih Imam, “Niat” Dalam Bahasa Hukum, Di Akses Dari:http://redaksiindonesia.com/read/ niat-

dalam-bahasa-hukum.html, Pada Tanggal 21 April 2017, pukul 21.47

% Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pres Jakarta. 2002, hm. 69.
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d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan

akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak lepas.dari dua factor yaitu factor

tentu, sebagai

1) Menurut Kita g  Pi akan antara lain

kejahatan ya | alam_Buk an-pelanggs ang dimuat dalam

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362

KUHP vyaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah

4 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesian, Jakarta, 2001 him.

25-27
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pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (Dolus<Delicten) dan.tindak pidana-tidak singaja. (Culpose Delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (Dolus) yang diatur didalam KUHP antara
lain sebagai berikut: Pasal-3387 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangkan nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang disengaja
melukai orang lain. Pada delik kelalaian orang juga dapat dipidana jika ada
kesalahan, misalnya pasal 354 KUHP yang menyebakan matinya seseorang,
contoh lainya seperti yang diatur dalam pasal 118 dan pasal 360 KUHP

4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut sebagai perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan' dengan_adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
pencurian pasal 360 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP. Tindak pidana
pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak murni
yaitu, tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang
pada dasarnya unsur perbuatanya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur
dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan
secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi
15 dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP,

ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal
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B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang

Bebera ak pidar ) ) ‘ makna dan

defenisinya te 2 g 3 Pe an_berarti memiliki

barang atau se : iliki ole ar etar akannya tersebut

memiliki barang atau sesuatu yang iki oleh ora 1 tetapi tindakannya

"i\‘g‘a
)

“Barang siapa

seluruhnya atau S

)
=]
S

S
«

)

o

o

o

=

)

3

' | \\‘@'

pidana paling lama empat tah denda paling banyak Sembilan ratus

kekuasaannya bukan arena  penggelapan, dengan

rupiah”.42

“ pP.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik — Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,

Sinar Grafika, Jakarta 2009, him. 112.
2 pasal 372, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan

sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang

mengunakan barang secara tidak sah.

\Pﬁ&ﬁ‘lm masﬁ’fq{gﬂﬁf ; ‘ angkan pada

dengan jalan k : > i ana penggelapan
adalah penyals 3an ha enyalahgunas seorang yang

mana kepe . : h tanpa : van hukum.*®

Tindak pidana verduistering yang diatur dalam Pasal 321 Wetboek van

Strafrecht yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana
penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana

penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda

“ Garin Tirana, Tindak Pidana Pengelapan, Diakses Dari: http://garintirana.blogspot.co.id/201

4/01/tindak-pidana-penggelapan.html, Pada Tanggal 21 April 2017, pukul 23.03
47
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yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang

seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya

bukan karena kejaha na_bersalah melakukan pan, dipidana dengan

a setinggi-

pidana

Pasal 372

subjek tindak pidana ataupun yang pada diri pelakunya oleh sebab itu
unsur opzettelijke atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana
penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan
terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan

yang memeriksa perkara terdakwa.

48



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

Tindak Pidana “Penggelapan Berat”
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang

rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa

padanya

karena

Di dalam yuriprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang
melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja
pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus Comanditaire

Venootschap (CV).

Perlu diketahui bahwa kata-kata personlijke dienstbetrekking ataupun

49



telah diterjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi dan yang secara
material artinya hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja itu oleh

para penerjemah Wetboek van Strafrecht dan oleh para Penulis telah diartikan

iy disay yejepe il udwnyo(]
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dimaksudkan diatas, melainkan ha indak pidana penggelapan yang
dilakukan oleh perilaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

3. Unsur — Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHPidana, merupakan tindak

pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang berbunyi sebagai berikut:
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“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan

Pada penjelasanya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”

# Ppasal 372, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
“  P.AF Lamintang dan Theo Lamintang, loc. Id. HIm. 112
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b) Sesuatu Barang

Menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaanya sebagaimana yang telah

diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang — barang yang

uUnsur ini g atau benda

yang dimil Jadi harus ada
pemiliknya tidak bertuan
atau tidak ada” pemili i ; : ggelapan. Dengan
demikian da
dicuri itu mil

hanya sebagi

Dalam tindak pidana pencurian, menguasai sebagai unsur subjektif sedangkan
dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai
merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana
pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus

dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan
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pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.
Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan

bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana

diberi kepe

NavaLy

tersebut un

tersebut be

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam peggelapan. Sebagaimana
dalam doktrin, kesalahan (Schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan
(Opzettelijk atau Dolus) dan kelalaian (Culpos). UU sendiri sendiri tidak
memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan

29 kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada
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penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak
atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal — hal / unsur — unsur

tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang

timbul dari perb B et A 03 dalam rumusan suatu

g perkataan

=t

S
w
c
<
3
o
=
)
5

Pada saat

A3 L &)

hukum ini.
dengan kes
harus dituj

diterangkan

ﬁ‘i\'\%\‘

subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku,
berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada
selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian

pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
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2. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada
pencurian, benda tersebut berada ditangan / kekuasaan pelaku akibat

dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam

kekua uatu _kej ian). Tetapi pada

o | TESSSN ) 'q

sebagai perbuatan melawan hukum, yang apabila diperbuat da nada aturanya

maka aka nada sanksi sebagai bentuk teguran pelangaran hukum.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pengelapan Dalam Jabatan

an penyidikan suatu
peristiva yang didug 0 3 penyidik karena
kewajibannya mempunyai wewe anggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi, penyidik memberitahukan hal itu kepada
Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP), pemberitahuan dimulainya
penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan), yang dilampiri :
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3)

4)

a) Laporan polisi

barang yang ada hutk : ana’ ang terjadi.

Pemeriksaan : - erangan, kejelasan dan

perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti
dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas

Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau
barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang

dapat berupa :
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(@ Pemanggilan
(b) Penangkapan

(c) Penahanan

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik

menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti

2. Tahap penuntutan
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KESATU

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

KEDUA

3)

4)

5)

1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV
Rajawali Mas bulan Desember 2014

1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV
Rajawali Mas bulan Januari 2015

1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV
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Rajawali Mas bulan Februari 2015

6) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas CV

Rajawali Mas bulan Maret 2015 buatan tersangka VIVI HARLIO

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Rajawali Mas bulan Maret 20

14) 5 (lima) lembar bukti clearing bank CV Rajawali Mas masing — masing
tertanggal 24 desember 2015

15) 3 (tiga) lembar rekening koran bank CV Rajawali Mas di QNB

Kesaawan bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015
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16) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI

WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014

17) 3 (tiga) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Rajawali Mas) Bulan Desember 2014

25) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV
Rajawali Mas) Bulan Januari 2015

26) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV

Rajawali Mas) Bulan Februari 2014
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27) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV
Rajawali Mas) Bulan Maret 2014

28) Surat Pernyataan tersangka VIVI HARLIO SIPAHUTAR tanggal 07

apakah berdasark ; 3 srsebut, inyatakan telah

melakukan t

dengan tugas :

1) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP

2) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik

3) Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
4) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih

5) Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
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6) Apakah tersangka dapat ditahan
7) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah

8) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup

1) Menerb . Karena t  alasan e pengadilan :

Ly
2 s : : \gkal dalam 1 (satu) surat
) ungl (satu)

3) Pemecahan perkara (Splitsing), apabila dalam satu berkas perkara terdapat
beberapa orang terdakwa.

4) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri

3. Tahap Pemeriksaan Disidang Pengadilan

Kasus yang menyangkut masalah tindak pidana penggelapan dengan
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menggunakan jabatan yang dilakukan oleh salah seorang karyawan swasta yang

bekerja di CV. Rajawali Mas Perkasa, JI. Setia Budi No. 198 Kec. Limapuluh

Kota Pekanbaru, yang bertugas sebagai kasir dan petugas administrasi, yaitu :

setiap akhir bulan yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi Gusti alias Atek
selaku pimpinan terdakwa, namun pada waktu tertentu dalam kurun waktu
terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai tanggal 01 Januari 2015 secara
bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pemilik saham terdakwa telah

mengambil dan mempergunakan uang kas yang berada dalam penguasaan
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terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Untuk menutupi catatan terhadap uang milik perusahaan yang telah
terdakwa ambil secara berkala dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan
pribadi bukan untuk oprasional. perusahan.terdakwa memanipulasi data dalam
laporan keuangan (buku besar) yang dibuat secara komputerisasi pada tanggal 01
Februari 2014 terdapat transaksicpenghapusan modal sejumlah Rp. 45.996.000,-
(empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2014 terdakwa kembali memanipulasi
data didalam buku besar seolah — olah terdapat transaksi pembagian deviden tarik
modal sejumlah Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah), sehingga
menimbulkan .selisih pada saldo kas akhir bulan januari 2014 dengan saldo kas
awal bulan februari 2014 dan selisih saldo pada akhir bulan desember 2014
dengan saldo awal februari 2015.

Diketahui pada kenyataan pada tanggal 01 Februari 2014 dan pada tanggal
31 Desember 2014 tidak pernah terjadi transaksi keuangan berupa penghapusan
modal ataupun pembagian dividen tarik modal sebagaimana laporan kas yang
dibuat oleh terdakwa, melainkan dalam tahun 2014 pembagian deviden hanya
terjadi pada taggal 19 Desember 2014 dan telah diterima oleh masing — masing
pemilik modal seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dan uang tersebut bukan di ambil dari kas yang dipegang oleh terdakwa
melainkan dari dana yang ada direkening bank perusahaan, sehingga tidak

mempengaruhi jumlah saldo pada laporan kas akhir bulan Desember 2014
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maupun jumlah saldo awal pada laporan kas bulan Januari 2015.
Perbuatan terdakwa yang telah menyalahi kewenangan tugas jabatan yang

dimilikinya akhirnya diketahui oleh pihak perusahaan dan mengalami kerugian

Meskipun me tuduhan bukan la namun hakim,
harus menilai sa aknya an itu se a akan sebagai dasar

pemeriksaa

Undang — undang selalu menampakan keyakinan hakim sebagai suatu
kunci terkhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim
memegang peranan yang tidak kalah pentingnya upaya — upaya bukti yang

diajukan dalam persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakan oleh pembuat

6 Abdullah Sani, Hakim Dan Keadilan Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, him 18
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undang — undang di tingkat teratas. Karena bagaimana saja upaya bukti yang
diajukan di persidangan dalam suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas

suatu kesakahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa

kurangnya duaa : 0N : n bahwa suatu

tindakan p

pasal 184 ebutk ) - ':' ara pe an cepat keyakinan

hukum tertulis, ia wajib mengali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan

hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertangung jawab penuh kepada
2 48

Tuhan Yang Mahas Esa, diri sendiri, maupun masyarakat, bangsa dan Negara”.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

47" Ibid., him 59
4 Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tesebar 1, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, him 4
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Pasal yang telah dimuat dalam undang — undang, putusan hakim harus

didasarkan pada dua syarat, yaitu : (1) minimum 2 alat bukti; (2) dari alat bukti

tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana®.

1.

2.

Keterangan

ada dalam kekuasaannya bu a kejahatan”
Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena

mendapat upah untuk itu”.

4 Undang — Undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana
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Bahwa terhadap unsur — unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berkut :

1) Unsur “Barang Siapa”

aninya, tidak

ar atas kesalahan

yang menyatakan dalam Keterangannya bahwa terdakwa bekerja di
perusahaan CV. Rajawali Mas Perkasa dengan jabatan sebagai kasir
dan petugas administrasi yang bertugas melaksanakan administrasi
pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan

penjualan, pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan uang di
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bank, penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang
dengan mebuat laporan kas pada setiap akhir bulan yang diajukan

oleh terdakwa kepada Gusti selaku pimpinan, dan terdakwa tidak

nya terhadap

atau karena

Pertimbangan hakim terhadap alat bukti saksi terletak pada sah atau
tidaknya suatu kesaksian para saksi tersebut. Alat bukti keterangan saksi diatur
dalam Pasal 185 KUHAP.

Pada perkara Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Pbr saksi yang dihadirkan dalam
persidangan adalah saksi Gusti, Edy Effendi, Ily Mariana, Witanoto Winata

Kasinaga, Hendrik Parengkuan, Edi Saputra, Hariyanto, Seprian Martopo yang
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mana kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah memanipulasi data secara
komputerisasi pada keuangan administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa untuk

kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap yang seharusnya dana

an rohani, saksi
an saksi sebagai

rhadap jalannya

menyuruh ataupun memerintahkan kepada terdakwa vivi untuk membuat
catatan pada laporan mutasi harian kas bulan januari 2014 dengan saldo akhir
sejumlah Rp. 192.471.682.66,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus
tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh enam

rupiah) begitu pula dengan laporan mutasi harian kas bulan februari 2014 yang
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mencatat saldo awal hanya sejumlah Rp. 146.475.682.66,- (Seratus empat
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh

dua koma enam puluh enam rupiah), sehingga antara saldo akhir bulan januari

saldo al Se P 7.46,- (seratus
enam p empat juta it uluh ti erg hilan puluh tujuh

koma e : iah), sehin :'_ i te elisih sejumlah Rp.

rupiah) dipergunakan sebagai pembagian deviden kepada pemilik modal.

CV. Rajawali Mas Perkasa tidak pernah melakukan pengawasan
terhadap transaksi keuangan perusahaan, namun setelah ditemukan adanya
manipulasi data dalam laporan yang dibuat terdakwa viv dan dugaan

terjadinya penggelapan terhadap uang perusahaan, maka sejak itu Edy efendi
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ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan penggawasan dalam setiap
minggu dan akhir bulan yang dilakukan terhadap laporan transaksi keuangan

yang dibuat oleh lily, akibat perbuatan terdakwa VIVI HARLIO SIPUTAR

rohani, saksi
dimintai kete an dik “volisi Pol aksi diminta oleh
saksi gL elakuka neriksas m : Rajawali Mas

Perkasa

tidak mengetahui dimana letak permasalahanya sehingga terjadi selisih dalam
saldo akhir dan saldo awal pada laporan mutasi harian kas yang dibuat oleh
terdakwa vivi. Setelah saksi melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan
keuangan terhitung sejak bulan januari 2014 hingga agustus 2015, saksi

menemukan kejanggalan pada laporan mutasi harian kas yang dibuat oleh
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terdakwa diamana saldo akhir bulan januari 2014 tidak sama dengan saldo

awal bulan februari 2014 dan saldo akhir bulan desember 2014 tidak sama

dengan saldo awal bulan januari 2015.

da saldo akhir bulan

ua koma enam

seratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah), sehingga
terjadi selisih saldo sejumlah Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta
rupiah).

Dalam buku laporan besar yang dibuat secara komputerisasi selisih

saldo akhir laporan mutasi harian kas bulan januari 2014 dan saldo awal bulan

74



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

februari 2014 sejumlah Rp. 45.996.000,- (empat puluh lima juta sembilan

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) di catat sebagai penghapusan modal,

sedangkan selisih saldo akhir laporan mutasi harian kas bulan desember 2014

5).

6).

1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV

Rajawali Mas bulan Januari 2015
1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV
Rajawali Mas bulan Februari 2015

1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas
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7).

15).

16).

CV Rajawali Mas bulan Maret 2015 buatan tersangka VIVI HARLIO

SIPAHUTAR Alias VIVI

1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas

masing tertanggal 24 desember 2015

3 (tiga) lembar rekening koran bank CV Rajawali Mas di QNB
Kesaawan bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015

2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI

WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014
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17).

18).

26).

27).

3 (tiga) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI

WILIAN (CV Rajawali Mas) bulan Desember 2014

2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI

Rajawali Mas) Bulan Januari 2015
2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV
Rajawali Mas) Bulan Februari 2014

2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV

Rajawali Mas) Bulan Maret 2014
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28). Surat Pernyataan tersangka VIVI HARLIO SIPAHUTAR tanggal 07

Oktober 2015.

29). Slip pembayaran gaji akhir saudara VIVI HARLIO SIPAHUTAR

(d) Keter

Ketera ; a dis ] i P, alat bukti
keterangan agar terdakwa
lebih dulu ya alat bukti.*

Kete A akwa 3 ﬁ akwa mengakui

ulang oleh pegawai baru yang mengantikan terdakwa vivi yang bernama Lily
Mariana menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya menjawab “tidak
tahu” namun tanpa alasan yang jelas melalui saksi lily terdakwa vivi menganti

uang yang selisih tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan

kembali merevisi laporan kas sehingga tidak ditemukan lagi selisih saldo dalam

%0 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2011, him. 9

78



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

laporan kas bulan Februari 2015 dan bulan Maret 2015.
Vivi selaku terdakwa sempat mengajukan permintaan untuk melakukan

diskusi diluar pengadilan atau damai ditempat dengan para pemegang saham dan

berniat untuk men ian.ya ialami-C - i Mas Perkasa dalam

ga teori yang
digunakan 2ori tujuan dan

gabungan d

tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum adalah tepat, hal
ini dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat
dalam dakwaan, yaitu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal
374 KUHP.

- Terkait dengan teori pembalasan yang menyatakan bahwa seseorang yang
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melakukan tindak pidana haruslah dihukum pidana adalah tepat jika terdakwa
dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah di

depan pengadilan melakukan tindak pidana penggelapan dengan

hanya sekeo : an ) ) ertentu, antara

lain u
terjadi s an da f;_ : 3 s setuju dengan

putusan ha : enjatuhkan pidana pe : ptiga bulan kepada

terdakwa ya ana penuntut umum.

Penulis anggap pidana penjara ahun tiga dah cukup untuk

juga belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga menjadi bahan

pertimbangan bagi hakim di dalam mengambil keputusan.

2. Dasar — Dasar Majelis Hakim Mengadili Tindak Pidana Pengelapan

Menggunakan Jabatan Dalam Perkara No. 49/Pid.B/2016/PN.Pbr
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Bberdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan
unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan

Subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta

arena itu Terdakwa

Rajawali Mas bulan Februari 20

3) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV
Rajawali Mas bulan Desember 2014
4) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV

Rajawali Mas bulan Januari 2015

81



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

5) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 4 (empat) laporan keuangan kas CV
Rajawali Mas bulan Februari 2015

6) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar laporan keuangan kas CV

7) n kas CV
8) : ar ter [s aporan CV
9) 1(s )oran CV
10) 1 (sa poran CV
11) 1 (satu laporan CV
12) 1 (satu) ekse I besar laporan CV

13) 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar buku besar laporan CV
Rajawali Mas bulan Maret 2015

14) 5 (lima) lembar bukti clearing bank CV Rajawali Mas masing — masing
tertanggal 24 desember 2015

15) 3 (tiga) lembar rekening koran bank CV Rajawali Mas di QNB Kesaawan
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bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015

16) 2 (dua) lembar buku mutasi bank QNB kesawan an. WIDIYATI WILIAN

(CV Rajawali Mas) bulan Januari 2014

17) 3 (tiga) lem ' N NIDIYATI WILIAN

18) | WILIAN
19) 2 ( ATl WILIAN
20) 2 ( ATl WILIAN
o
g
21)4 (e an. WIDIYAT]
I 4
r 4
22) 2 (dua) ILIAN (CV
23) 2 (dua) lemb *Q ATI WILIAN (CV

24) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV
Rajawali Mas) Bulan Desember 2014

25) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV
Rajawali Mas) Bulan Januari 2015

26) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV
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Rajawali Mas) Bulan Februari 2014
27) 2 (dua) lembar buku besar Bank QNB an. WIDIYATI WILIAN (CV

Rajawali Mas) Bulan Maret 2014

28) Surat Pern VI AR tanggal 07

S Ve 'o,.
_ »
o

3. Dasar — Dass alam Mempe : ana Terhadap

Pelaku Tinda ana Penggelap: enggunaka n Dalam Perkara
No. 49/Pid.E

Haki : 3 , ) meringan hal — hal yang
memberatkan da | : ' saja bermaksud

untuk mencari : 2Nta ) an dijatuhkan akan

sesuai dengan kode etiknya, adalah sifat yang dikehendaki Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga dengan demikian menjadi selaras dengan pancasila dan
undang —undang dasar 1945, yaitu “ketuhanan yang maha esa”. Dengan prinsip

demikian , pancasila merupakan moral daripada hakim.™

1 Abdullah Sani, Op. Cit., him 58
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis memutuskan putusan atas diri
Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang

membertakan dan hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197

dan bukan juga karena sebab la etapi semata — mata Majelis tetap

berprinsip mewakili keadilan

Mengingat akan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ;
Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga dibebani untuk membayar

biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.
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Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkara ini. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

materi, yaitu:
Pertimbangan —

didukung oleh

gemotiveerd dapat dibatalkan.>
Setelah menganalisa kasus berkas perkara Pidana
No0.49/Pid.B/2016/PN.Pbr maka penulis mengambil kesimpulan mengenai

pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

52 lpid., him. 62.
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1. Bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak

pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan. Keterangan ini diperkuat

dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik unsur objektif ataupun

atannya secara

ukti secara sah

b). denga elawa ! ng sesuatu yang

Effendi, Ily Mariana, Witanoto Winata Kasinaga, Hendrik Parengkuan,
Edi Saputra, Hariyanto, Seprian Martopo yang mana kesemuanya
menyatakan bahwa terdakwa telah memanipulasi data secara
komputerisasi pada keuangan administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa

untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap yang
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seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk finansial perusahaan. Hal ini
juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa

terdakwa tidak keberatan dan membenarkan surat dakwaan yang diajukan

gas administrasi

administrasi

membuat laporan kas pada tiap akhir bulan pada atasannya dan menerima
gaji Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) perbulanya, berarti unsur

tersebut terpenuhi secara hukum

2. Unsur Khusus yang Memberatkan, yaitu : Unsur dilakukan oleh orang yang

memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya
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karena mendapat upah. Hal ini dibuktikan oleh keterangan para saksi yaitu
saksi Gusti dan yang menyatakan dalam keterangannya bahwa terdakwa
bekerja di perusahaan CV. Rajawali Mas Perkasa dengan jabatan sebagai kasir
dan petugas. administrasi.. yang bertugas melaksanakan administrasi
pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan penjualan,
pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan uang di bank, penagihan atau
penerimaan dan pembayaran serta stok barang dengan mebuat laporan kas
pada setiap akhir bulan yang diajukan oleh terdakwa kepada Gusti selaku
pimpinan, dan terdakwa tidak dibenarkan melakukan penarikan uang di bank
kecuali seizin dari Gusti selaku pimpinan atau izin dari donatur atau pemberi
modal CV. Rajawali Mas Perkasa yang lainya.

. Terdakwa membenarkan bahwa ia diberi tugas oleh pimpinan perusahaan
untuk melaksanakan administrasi pembukuanstransaksi keuangan perusahaan
yang terkait dengan penjualan, pembelian dan bagian gudang yaitu penarikan
uang di bank, penagihan atau penerimaan dan pembayaran serta stok barang
dengan mebuat laporan kas pada setiap akhir bulan, namun kepercayaan yang
diberi kepadanya disalahgunakan dengan melakukan penarikan uang tanpa
sepengetahuan dari pimpinan yang dilakukan secara bertahap dan menutupi
kesalahan tersebut dengan memanipulasi data yang muat secara komputerisasi
guna kepentingan pribadi, hal ini dilakukan secara bertahap oleh terdakwa
karena perbuatannya tidak diketahui oleh pihak perusahaan. Berdasarkan

keterangan di atas maka unsur khusus yang memberatkan yang terdapat di
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dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi karena terdakwa dengan menggunakan
jabatan yang dimiliknya dan terdakwa mendapat kepercayaan dari pimpinan

melalui tugas yang diberikan telah disalahgunakan oleh tedakwa dengan

bersih. Hanya

kedua orang : ahe 3 ut diakui faktor

merupakan syarat agar seseorang dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana

terhadapnya.

53 Bismar Siregar, Op. Cit., him. 6.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

“Penggelapan dalam Ja

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara putusan
No0.49/Pid.B/2016/PN.Pbr, berdasarkan pertimbangan fakta dalam
persidangan yang timbul. Selanjutnya majelis hakim membuktikan
pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu
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mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan dakwaan

pertma yakni Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan dan

putusannya. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga sebaiknya

memiliki pengetahuan hukum materiil agar tidak ada lagi kesalahan
atau ketidaksesuaian dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa.
2. Kepada majelis Hakim sebaiknya dalam melakukan pertimbangan

tidak mengabaikan pertimbangan non-yuridis agar tercipta keadilan
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bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya

hakim harus secara cermat memperhatikan hal-hal yang dapat

meringankan atau memberatkan terdakwa selain hakim juga telah
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